MONITORING PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang
Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang
diusahakan secara komersial;

2. Surat Kawat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
UM.008/43/9/DJPL-15 tanggal 24 Juni 2015 perihal Instruksi Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan
Kepelabuhanan Yang Selama Ini Dilaksanakan Badan Usaha Pelabuhan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Monitoring Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan, adalah sebagai berikut:
1. Surat persetujuan/SIKK/SIKR;

Persyaratan . .
y 2. Time schedule pekerjaan;
3. Laporan progress pekerjaan di lampiri perbandingan realisasi dengan rencana
(kurva S).
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Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Monitoring Pembangunan Fasilitas
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